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ABSTRAK 
 
Nama : Andi Mutmainnah A.Miri  
Nim    : 10400114251 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul Skripsi : Perkawinan Tidak Tercatat di  Kecamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No. 1   Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam) 
                                     
                                                                                                                                
Skripsi dengan judul tinjauan yuridis terhadap perkawinan tidak tercatat di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ini dibuat dengan 
tujuan untuk: 1) Mendeskripsikan mengenai kedudukan perkawinan tidak tercatat 
menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?. 2) Faktor-faktor 
apakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan 
Tanasitolo Kabupaten Wajo ? 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dimana penelitian ini 
menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek yang dibicarakan sesuai 
kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini 
bersumber dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu 
1) Mengorganisasi data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari 
data tertulis. 2) Proses data dengan cara memilah-milah data. 3) Interpretasi data 
dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah 
dikategorikan. 4) Penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku atau peristiwa terjadinya 
perkawinan tidak tercatat di kantor urusan agama, itu terjadi karena dipicu oleh 
beberapa faktor yaitu faktor usia, faktor biaya dari para pelaku nikah, sulitnya 
aturan berpoligami, kawin lari, faktor agama, hamil diluar nikah, kurangnya 
pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Adapun akibat hukum 
yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu perkawinan dianggap 
tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, 
istri maupun anak tidak dapat menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya. Selain 
itu, dampak sosial yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut yaitu sang istri dan 
anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat akan sulit bersosialisasi 
dengan masyarakat lainnya. Guna mengatasi berbagai faktor penghambat dan 
mencegah munculnya akibat hukum dan dampak sosial dari peristiwa perkawinan 
tidak tercatat maka KUA bersama dengan pemerintah setempat lebih berperan 
aktif dalam mengatasi terjadinya perkawinan yang tidak tercatat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Bangsa Indonesia merupakan masyarakat hukum yang terbentuk karena 
adanya suatu susunan kekeluargaan yang ditentukan oleh sifat geonologis. Secara 
kodrati, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia 
lainnya. Oleh karena itulah manusia akan selalu hidup bersama dengan manusia 
lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang 
terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya ikatan 
perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami 
istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga sejahtera 
dan bahagia di sepanjang masa yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan. 
Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang 
laki-laki dengan seorang perempuan.1 Unsur perjanjian di sini adalah dengan 
memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan dan penampakannya 
kepada masyarakat ramai. Sebutan suci adalah untuk pernyataan dari segi 
keagamaannya dari suatu perkawinan. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian 
karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu 
dengan akad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu. 
Menurut Abdul Manan dalam bukunya “Aneka Masalah Hukum Perdata 
Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang 
penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan 
rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata 
kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan 
jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai 
penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang 
disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga 
                                                          
1Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), 
h. 47. 
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yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera 
dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah swt.2 
Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana 
tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan, perkawinan yang sah sesuai dengan 
norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang 
ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat bergantung pada kehendak 
dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, 
dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir dan batin antara pasangan 
suami istri tersebut.3 Perkawinan merupakan implementasi dari naluri setiap 
manusia Allah secara tegas mengintrodusir ciptaannya dalam Al-Qur’an dengan 
berpasang-pasangan, dan berjodoh-jodoh. Untuk terwujudnya hidup berpasang-
pasangan atau hidup berjodoh-jodohan tersebut, maka perlu aturan yang disebut 
dengan hukum perkawinan.4 
Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog dan epilognya, 
pengamanan dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi 
seluruh warga negara Indonesia. Tepat sekali apa yang dikemukakan oleh A. 
Mukti Ali, ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI dalam ceramahnya yang 
disampaikan pada kursus PB4 yang diselenggarakan oleh BP4 Pusat di Mesjid 
Sunda Kelapa Jakarta, antara lain mengemukakan bahwa kalau orang bertanya 
bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabnya ialah negara yang 
kuat dibangun dari rumah tangga yang kuat, negara yang adil dibangun dari 
rumah tanggga yang adil, negara yang makmur dibangun dari keluarga yang 
makmur. Jadi, kalau ingin membangun negara, maka sebaiknya keluarga harus 
dibangun terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya, tanpa membangun keluarga 
                                                          
2Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.ke-2 ; Jakarta : 
Kencana, 2008), h. 1. 
3Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 1. 
4Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis (Cet.I; 
Jakarta: Syari’ah Press, 2008), h. 4. 
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dengan sebaik-baiknya maka mustahil akan tercapai pembangunan negara yang 
sedang dilaksanakan ini.5 
Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat 
terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam 
kitab suci. Demikian juga, negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu 
kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga 
pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah 
disepakati bersama.  
Islam mengatur syarat dan rukun perkawinan. Rukun dan syarat 
menetukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau 
tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung 
arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus 
diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak 
boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau 
tidak lengkap. Keduanya Mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun 
itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur 
yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya 
dan tidak merupakan unsurnya. 
 Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku 
untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam 
arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Sah yaitu sesuatu pekerjaan 
(ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu 
perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan 
tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam 
hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.6 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas, adanya 
calon suami istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon 
                                                          
5Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 2. 
6Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Cet. I ; Jakarta : Kencana, 
2006), h. 59.  
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pengantin perempuan, adanya dua orang saksi, sighat akad nikah, yaitu ijab kabul 
yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh 
calon pengantin laki-laki. Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang merupakan 
dasar bagi sahnya perkawinan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, 
maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban 
sebagai suami istri. 
Nikah yang tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia 
sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan 
disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah 
(PPN) sebagai petugas resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan 
Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak 
mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang 
demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah yang tidak 
tercatat, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah yang 
tidak tercatat yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah 
diundangkannya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya PP No. 
9/1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1/1974. Pemerintah telah 
melakukan upaya ini sejak lama, karena perkawinan selain akad yang suci ia juga 
mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum 
Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Nomor 2: Dewasa ini berlaku 
berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan 
berbagai daerah seperti berikut: 
1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum 
agama yang telah diresiplire dalam hukum adat. Bagi orang-orang 
Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat; 
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Hu 
weliksori'lon an tic Cristen Indonesia (Stbl 1933 No. 74);  
3. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina 
berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undangundang Hukum Perdata dengan 
sedikit perubahan. 
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4. Bagi Orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan 
Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;  
5. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa dan yang disamakan dengan 
mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.7 
Sebenarnya berdasarkan fakta yuridis, sistem hukum Indonesia tidak 
mengenal istilah “nikah bawah tangan” atau “nikah yang tidak tercatat” dan 
semacamnya. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan 
yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-
undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur 
dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 12 ayat 2 yang berbunyi: 
"Tiap-tiap, perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang 
berlaku". Selain itu ketentuan tentang pencatatan perkawinan, di dalam Kompilasi 
Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 5:  
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatatkan;  
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 22 tahun 
1946 UU No. 32 tahun 1954.8 Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan 
lebih lanjut dalam pasal 6 yang menyatakan: 1. Untuk memenuhi 
ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di 
hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah; 2. 
Perkawinan yang dilakukan di luar negeri pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.9 
Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Bab II pasal 2 
menjelaskan tentang pencatatan perkawinan: 
                                                          
7Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Repulik Indonesia No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI Penjelasan Umum 1 dan 2 
(Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 24. 
8Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), h. 14. 
9Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), h. 14. 
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1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan, sebagaimana 
dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak 
dan rujuk;  
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan;  
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi 
tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 
berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 9 PP ini.10 
Praktik pernikahan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi 
istri umumnya, baik secara hukum negara dan sosial.  
1. Secara hukum negara: 
a. Istri tidak dianggap sebagai istri sah;  
b. Istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan 
pembagian harta waris jika suami meninggal dunia;  
c. lstri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena 
secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.  
2. Secara sosial:  
a. Seorang istri akan sulit bersosialisasi karena biasanya pernikahan di 
bawah tangan terjadi setelah terjadi hubungan gelap tanpa, ikatan 
pernikahan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan; 
b. Wanita yang menjadi istri kedua yang dinikahi secara tidak tercatat 
cenderung menjadi korban konflik poligami.11 
                                                          
10Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: 
GrafindoPersada, 2011), h. 116. 
11Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 116. 
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Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. 
Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 
keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap 
ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte 
kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya 
dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai 
anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat 
mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.12Menurut hukum 
positif anaknya itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya, sebagaimana penegasan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 43 dan 
KHI pasal 100. Dalam pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dinyatakan: 
1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya; 2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas 
selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.13Adapun di dalarn KHI pasal 
100 dinyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya empunyai 
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". 
Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-
laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang 
terjadi justru menguntungkan dia, karena: 
1. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di 
bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum.  
2. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan 
nafkah baik kepada istri maupun kepada anakanaknya.  
3. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-
lain.14 
Untuk melihat lebih jauh pada praktik nikah yang tidak tercatat yang 
dilakukan oleh gadis dan jejaka dengan cara:  
                                                          
12Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 2. 
13Arso Sostroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 96. 
14Subhan Nur, Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Yang tidak tercatat), 
http://www.Subhan.or.id, h. 2. 
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1. Sebelum dilangsungkan akad nikah, pasangan calon pengantin wanita 
dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan 
dihadiri oleh beberapa kaum karabat dari masingmasing keluarga 
pengantin;  
2. Kepala dusun membuka acara (tertib acara), menanyakan wali, saksi dan 
lain-lain, layaknya seorang KUA atau PPN (Petugas Pencatat Nikah);  
3. Sighat nikah (akad nikah) diucapkan oleh ayah kandung atau saudara laki-
laki kandung (abang);  
4. Wali nikah adalah ayah kandung atau saudara laki-laki kandung (abang);  
5. Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, kepala dusun, satu orang dari 
keluarga pria dan satu orang dari keluarga pengantin wanita; 
6. Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama atau pak 
Imam Masjid, kemudian dilanjuti dengan sighat nikah (akad nikah), 
sampai dinyatakan sah oleh para saksi.  
7. Setelah ijab-qabul berlangsung dan dilanjuti dengan doa sampai dengan 
penutup doa nikah yang dibaca oleh tokoh masyarakat agama;  
8. Pembacaan Sighat ta’liq dibacakan oleh tokoh masyarakat agama dengan 
bermodalkan konsep yang telah ada pada tokoh agama tersebut. hal ini 
dikarenakan kurangnya pengetahuan agama pada mayarakat;  
9. Penutup acara yang ditutup oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat 
agama. Dengan memberikan kertas selembar sebagai bukti bahwa mereka 
telah menikah sekaigus berpesan/menganjurkan kepada para pelaku nikah 
yang tidak tercatat, agar setelah selesai pernikahan (memperoleh rezeki) 
agar dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA/P3N untuk dapat 
didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama). 
10. Sungkeman (salaman) kepada orang tua dan para keluarga masing-masing. 
Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah yang tidak tercatat yang 
dilakukan pelaku berlangsung di rumah, namun ada pelaku yang mendatangi 
tempat tinggal tokoh masyarakat (Imam Masjid dan Nazir Masjid). Tradisi 
pernikahan yang tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan 
Tanasitolo Kabupaten Wajo tidak dapat dengan pasti didapatkan informasinya, 
9 
 
 
 
namun hal tersebut akan bisa didapat kejelasannya, apabila dikaitkan dengan 
tempat pelaksanaan nikah yang tidak tercatat. Pertama, nikah yang tidak tercatat 
yang dilakukan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo atas kehendak orang 
tua, artinya orang tua takut kepada anaknya yang melakukan hal-hal di luar batas 
aturan-aturan yang ada. Para orang tua khawatir dengan pergaulan anak-anaknya 
yang dapat melanggar aturan-aturan hukum agama dan adat istiadat. Kedua, nikah 
yang tidak tercatat yang dilakukan di Desa Medan Estate untuk kepentingan 
masyarakat. Dengan bermodalkan nikah yang tidak tercatat para pelaku dapat 
terbebaskan dari perbuatan zina (maksiat). 
Seperti telah disebutkan di atas, pelaksanaan perkawinan yang sah telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Namun, hingga 
saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan berbagai macam 
penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Khususnya di daerah Kecamatan 
Tanasitolo Kabupaten Wajo. Banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa 
memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Salah satunya adalah perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah 
di kantor urusan agama. Masalah perkawinan yang tidak tercatat ini sangat sulit 
untuk dipantau oleh pejabat yang berwenang tersebut. Biasanya nikah yang tidak 
tercatat ini hanya dilakukan dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja 
sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Pernikahan ini 
kemudian tidak dilaporkan kepada kepala kantor urusan agama bagi yang 
beragama muslim dan kepada kepala kantor catatan sipil bagi yang beragama non-
muslim untuk dicatat pernikahannya. 
Masalah perkawinan tidak tercatat itu akan menimpa orang yang 
bersangkutan, mungkin juga mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan 
bermasalah itu kelak. Kalau, misalnya, tidak ada bukti otentik yang menyatakan 
bahwa mereka telah menikah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan masalah yang dirahasiakan itu muncul kepermukaan kemudian 
menurut hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.  
Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan 
perkawinan tidak tercatat tanpa mempertimbangkan aspek dan akibat hukum bagi 
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suami dan istri, hubungan mewarisi bagi anak dan bapaknya. Dalam uraian latar 
belakang tersebut, Berdasarkan kenyataan yang demikian, maka disusun 
penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN 
TANASITOLO KABUPATEN WAJO (Tinjauan UU No.1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam)”. 
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus 
hanya meliputi tentang bagaimana kedudukan perkawinan tidak tercatat menurut 
UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, faktor-faktor apakah yang 
mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang 
tidak tercatat bagi pelaku, dalam keluarga dan masyarakat sekitar. 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
yang timbul sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan perkawinan tidak tercatat menurut UU No. 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?  
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat 
di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ? 
3. Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat bagi pelaku, dalam keluarga 
dan masyarakat sekitar ? 
D.  Kajian Pustaka 
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa literatur 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Mufidah Ulfa, dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 
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dan Kaitannya Dengan Hukum Islam” yang menjelaskan pandangan UU 
No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terhadap perkawinan tanpa akta 
nikah dan serta upaya yang dilakukan agar perkawinan tanpa akta nikah 
menjadi sah menurut hukum. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Sabbudin, dengan judul “Pengaruh dan Implikasi 
Perkawinan di bawah tangan  di Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh 
Tangerang” yang menjelaskan apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila 
perkawinan di bawah tangan terjadi, bagaimana pengaruhnya terhadap 
istri, anak dan suami. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Irma Mayasari, dengan judul “Akibat Hukum 
Perkawinan yang Tidak Tercatat di KUA, studi di Kecamatan Diwek 
Kabupaten Jombang yang menjelaskan akibat hukum yang didapat apabila 
perkawinan tidak dicatat di KUA. 
4. Skripsi yang ditulis oleH Lutfi Az-Zahra dengan judul “Peranan KUA 
Kecamatan Cimanggis Depok”. Yang menjelaskan faktor-faktor terjadi 
perkawinan dibawah tangan, serta bagaimana peran KUA dalam 
mengantisipasi praktik perkawinan dibawah tangan. 
Sedangkan yang membedakan penulisan skripsi penulis dengan skripsi 
lainnya adalah permasalahan yang dihadapi oleh KUA, setiap daerah tentu saja 
memiliki problematika yang berbeda walaupun kasusnya sama, contohnya 
perkawinan dibawah tangan, mungkin disetiap daerah yang ada di Indonesia 
terdapat kasus nikah dibawah tangan namun akar permasalahannya bisa berbeda. 
Oleh karena itu, hambatannya pun berbeda dan tentu saja permasalahan serta 
kebijakan yang KUA lakukan pun berbeda. Hal ini juga sudah pasti akan 
mempengaruhi pendekatan dan jenis penelitiannya juga berbeda  
Perbedaan  pada skripsi sebelumnya hanya menitik beratkan penelitiannya 
terhadap presentase jumlah perkawinan tidak tercatat yang mencakup hanya 
beberapa desa pelaksanaan dan hal-hal yang melatar belakangi perkawinan tidak 
tercatat, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat. 
Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya fokus terhadap presentase 
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jumlah perkawinan tidak tercatat yang mencakup hanya beberapa desa akan tetapi 
hampir keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.  
E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan tidak tercatat menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. 
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak 
tercatat bagi pelaku. 
b. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan 
ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, dan 
diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat membantu dalam 
menyelesaikan masalah masalah perkawinan khususnya perkawinan yang 
tidak tercatat. 
2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya 
dalam hukum perdata islam terutama yang berkaitan dengan perkawinan 
yang tidak tercatat. 
3. Diharapkan dari penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan 
pemikiran pada semua pihak yang terkait mengenai masalah perkawinan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Tinjauan Tentang Hukum Perkawinan 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 
berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 
memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Secara terminologis, 
menurut Imam Syafi’i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal 
hubungan seksual antara pria dengan wanita.15 Menurut Imam Hanafi nikah 
(kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai 
suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik 
nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum  semata-mata untuk 
membolehkan wathi’ (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang 
ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, 
nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk 
membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.16 
Menurut ulama muta’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah 
hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan 
wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi 
pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. 
Dari pengertian perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum 
melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 
bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, 
karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, didalamnya terkandung 
                                                          
15Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 
h. 1. 
16Abdurahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 
H/1989 M), jilid ke-IV, h. 1.  
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tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt. Pernikahan merupakan 
sunnahtullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, 
hewan maupun tumbuhtumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-
masing pasangan siap melakukan peranannya yang postitif dalam mewujudkan 
tujuan dan pernikahan itu sendiri.17 
Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa/4:1 yaitu sebagai 
berikut : 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n=s{  ÏiΒ <§ø
¯Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $yγ y_ ÷ρy— £]t/uρ 
$ uΚåκ÷]ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏWx. [ !$ |¡ ÎΣ uρ 4   
Terjemahnya : 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari  seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak”. 
 
Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata 
perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “kawin”, 
yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, 
hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda 
dengan itu, nikah hanya digunakan kepada manusia karena mengandung 
keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama 
islam. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses 
pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul 
(pernyataan penerimaan dari pihak lakilaki). Selain itu, nikah juga diartikan 
sebagai bersetubuh.18 
                                                          
17M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Cet. I ; Makassar : Alauddin 
University Press, 2012), h. 12.-13. 
18M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap (Cet. I ; 
Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 7. 
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Ada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis yang berbicara tentang pencipta, 
manusia laki-laki dan perempuan untuk berpasangan :19 
1. QS. al - Dzariyat : 49 
ÏΒ uρ Èe≅ à2 > ó x« $ oΨø)n=yz È ÷y` ÷ρy— ÷/ ä3ª=yès9 tβρã ©.x‹s? ∩⊆∪     
Terjemahnya :  
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.” 
 
2. QS. al - Nahl : 72 
ª!$#uρ Ÿ≅ yèy_ Νä3s9 ôÏiΒ ö/ä3Å¡ à
Ρr& %[`≡ uρø— r& Ÿ≅ yèy_uρ Νä3s9 ôÏiΒ Νà6Å_≡ uρø— r& t ÏΖt/ Zοy‰x
ym uρ 
ρu‘u—y%s3äΝ ΒiÏz #$9Ü©‹hÍ6t≈MÏ 4 &rùs6Î$$9ø6t≈ÜÏ≅È ƒãσ÷ΒÏΖãθβt ρu/ÎΖÏè÷ϑyMÏ #$!« δèΝö ƒt3õ
àãρβt ∪⊄∠∩     
Terjemahnya :  
“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezeki dari yang baik-baik.Maka mengapakah mereka beriman 
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" 
 
3. QS. al - Rum : 21         
ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ô ÏiΒ öΝä3Å¡ à
Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 $ yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Νà6 uΖ÷t/ 
Zο¨Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρã ©3x
tGtƒ ∩⊄⊇∪     
Terjemahnya: 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.” 
4. Hadis  
                                                          
19Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2016), h. 26. 
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    ،ِﺏَﺎﺒﱠﺸﻟﺍ  ِﻦَﻣ  َﻉﺎََﻄﺘْﺳﺍ  ُﻢُﻜْﻨِﻣ  َﺓَءَﺎﺒْﻟﺍ ،ْﺝ ﱠﻭََﺰﺘَﻴْﻠَﻓ  ُﻪﱠِﻧَﺈﻓ  ﱡﺾََﻏﺃ  ِﺮَﺼَﺒْﻠِﻟ
َﺎﻳ  َﺮَﺸْﻌَﻣ   
 ُﻦَﺼَْﺣﺃَﻭ  ِﺝَْﺮﻔْﻠِﻟ  
Artinya :  
“Wahai para pemuda,barangsiapa di antara kalian telah mampu 
menikah,maka menikahlah,karena menikah lebih menjaga mata dan 
memelihara kemaluan.” (HR.Jama’ah). 
 
 Perkawinan, yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah 
tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin 
Abdussalam, membagi maslahatnya menjadi tiga bagian, yaitu : 
1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. Maslahat 
wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling 
utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama 
adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat 
menghilangkan mafsadah paling buruk,dan dapat mendatangkan 
kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan. 
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar’i kepada hamba-Nya demi untuk 
kebaikannya. Tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah 
tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat 
sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati 
maslahat mubah. 
3. Maslahat mubah, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari 
kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam 
Izzudin berkata : “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. 
Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya 
dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.”20 
Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif 
perintah (thalabal fi’li), taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabal kaff). Dalam 
                                                          
20Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, terjemah Saefullah Ma’shum (Jakarta : Pustaka 
Firdaus, 1994), h. 558-559 
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taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah 
kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan 
merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, meskipun 
perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-
khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan : 
1. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu 
tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, 
dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena 
membujang tidak diajarkan oleh Islam. 
2. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan 
dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah 
dan tidak haram bila tidak nikah. 
3. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan 
menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang 
akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. 
Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 
4. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak 
mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban 
lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin 
seperti mencampuri istri.21 
Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, 
menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan 
mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya 
dinyatakan dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum 
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan 
dari perkawinan itupun dijelaskan dalam pasal 3 yaitu bahwa perkawinan 
                                                          
21M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 11 
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bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
dan merupakan ibadah. 
Selain dari pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan juga 
dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 
memberikan defenisi tentang perkawinan sebagai berikut :  
“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja 
mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga mempunyai unsur bathin 
atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk 
keluarga yang bahagia dan sejahtera. 
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 
Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia 
yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah 
beliau. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, 
perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar ditujuan disyariatkannya 
perkawinan tercapai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat 
dan rukun perkawinan menurut hukum islam akan dijelaskan berikut : 
Pengertian Rukun, Syarat dan Sah 
 Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu 
seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau 
adanya calon pengantin laki/perempuan dalam perkawinan. 
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon 
pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. 
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 Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.22  
 Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 
memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun 
rukun nikah adalah : 
1. Mempelai laki-laki. 
2. Mempelai perempuan.  
3. Wali. 
4. Dua orang saksi. 
5. Shigat ijab kabul.23 
6. Pencatatan Perkawinan. 
Dalam agama Islam perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah karena 
mendzolimi perempuan, Islam tidak membiarkan perempuan didzolimi dan dalam 
Islam apabila sesuatu hal yang lebih besar mudharatnya maka haram hukumnya 
dilakukan, dalam hal ini kawin di bawah tangan tidak diboleh dilakukan. Maka 
sesungguhnya  pencatatan perkawinan masuk rukun nikah. Karena tanpa 
pencatatan perkawinan maka itu akan sangat merugikan perempuan dan anak anak 
yang terlahir dari perkawinan tersebut.  
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang 
bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon 
mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. 
Syarat-syarat Suami 
1. Bukan mahram dari calon istri 
2. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri 
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya  
4. Tidak sedang ihram. 
Syarat-syarat istri  
1. Tidak ada halangan syara’, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 
sedang dalam iddah. 
                                                          
22Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), cet ke-I, juz I, 
h. 9 ; Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 45-46. 
23Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68  
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2. Merdeka, atas kemauan sendiri 
3. Jelasnya orangnya; dan 
4. Tidak sedang berihram. 
Syarat-syarat wali 
1. Laki-laki 
2. Baligh 
3. Waras akalnya 
4. Tidak dipaksa 
5. Adil; dan 
6. Tidak sedang ihram. 
Syarat-syarat saksi 
1. Laki-laki 
2. Baligh 
3. Waras akalnya  
4. Adil 
5. Dapat mendengar dan melihat 
6. Bebas, tidak dipaksa 
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan 
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 
 Selain itu, syarat-syarat melangsungkan perkawinan juga diatur dalam 
pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam 
ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu 
syarat intern dan syarat ekstern.24 
Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan 
melaksanakan perkawinan yang meliputi : 
1) Persetujuan kedua mempelai, 
2) Izin dari kedua orangtua apabila belum mencapai umur 21 tahun, 
3) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada 
dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati, 
                                                          
24Salim, HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Cet. I ; Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 
h.  62. 
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4) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, 
5) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). 
Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 
90 hari dan karena kematian 130 hari.25 
Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam 
pelaksanaan perkawinan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud diantaranya 
sebagai berikut : 
1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, 
2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang 
memuat tentang : 
a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari 
calon mempelai dan dari orangtua calon. Disamping itu disebut juga 
nama istri atau suami terdahulu, 
b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.26 
Apabila kedua syarat di atas, baik syarat intern dan syarat ekstern sudah 
dipenuhi maka perkawinan itu dapat di langsungkan. 
Momentum suatu perkawinan dikatakan sah apabila adalah :  
1) Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan 
masingmasing, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU 
Nomor 1 Tahun 1974,  
2) Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.27 
Tujuan diadakannya ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 
tentang ketentuan agama bagi sahnya suatu perkawinan untuk menghindari 
konflik hukum antara hukum adat hukum agama dan hukum antar golongan. 
Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : 
                                                          
25Salim, HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, h. 62. 
26Salim, HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, h. 63. 
27Salim HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, h. 64. 
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1) Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik yang bersangkutan 
maupun pihak lainnya, 
2) Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya dikelak kemudian hari apabila 
timbul sengketa, baik diantara anak kandung maupun saudara tiri dan 
sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami bagi PNS/BUMN.28 
Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang 
tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak 
sah menurut hukum. 
3. Tujuan Perkawinan 
Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu 
penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan 
pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, Zakiyah Darajat 
mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu : 
a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 
b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih 
sayangnya. 
c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 
d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta 
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 
halal; serta 
e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas 
dasar cinta dan kasih sayang.29 
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk 
membiasakan pengalaman-pengalaman agama. Fungsi keluarga adalah menjadi 
pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara 
lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal pula pertama oleh putra 
                                                          
28Salim HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, h.  64-. 
29M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 15-
16. 
. 
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putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi 
dasar pertumbuhan kepribadian sang putra-putri itu sendiri. 
Tujuan perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari 
perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Menurut K. Wantjik Saleh 
mengemukakan bahwa perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harusnya 
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, sebab 
pemutusan perkawinan itu selain dari kematian juga diberikan pembatasan yang 
ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan 
merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.30 
Selanjutnya dalam rumusan terakhir Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 
juga ditegaskan bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, 
haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menunjukkan bahwa 
perkawinan tersebut bernilai ibadah (Perintah Tuhan), artinya menurut Otje 
Salman Soemadiningrat perkawinan dan Allah swt memiliki korelasi yang sangat 
tajam. Perkawinan bukan semata-mata sebagai ikatan kontraktual antara seorang 
laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan implementasi perintah Allah 
yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam 
ikatan-ikatan kekeluargaan.31 
4. Akta Perkawinan 
Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah resmi terikat dalam 
suatu perkawinan harus mempunyai bukti otentik sebagai dasar kepastian 
pernikahan diantara keduanya. Adapun bukti otentik yang dimaksud adalah akta 
nikah/akta perkawinan dimana akta perkawinan adalah suatu akta yang 
                                                          
30K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), h. 
14. 
31Istiqamah, Hukum Perdata Indonesia (Cet. I ; Makassar : Alauddin University Press, 
2011), h. 94-95. 
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dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang 
berwenang untuk mengeluarkan akta perkawinan tersebut adalah : 
1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam, 
2) Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-muslim.32 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta 
nikah/akta perkawinan tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Persyaratan umum : 
a) Surat pengantar dari lurah, 
b) KTP (Kartu Tanda Penduduk), 
c) KK (Kartu Keluarga), 
d) Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, dan 
e) Pas foto 3x4 lembar. 
2) Persyaratan Khusus: 
a) WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan asing, harus dilengkapi 
dengan SBKRI, KI dan ganti nama, 
b) WNA (Warga Negara Asing), harus dilengkapi dengan STMD (Polisi), 
STA (Imigrasi), surat keterangan model KR, pajak bangsa asing,dan 
KIM/KIMS. 
3) Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing yang bukan 
penduduk wilayah hukum kantor catatan sipil/kantor KUA tempat 
diajukan akta, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kantor 
catatan sipil/kantor KUA dari daerah asalnya. Paspor surat keterangan 
kedutaan (izin) perwakilan diplomatik bagi orang asing. 
4) Khusus bagi anggota ABRI harus ada izin dari komandan. 
5) Bagi PNS harus memerhatikan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 
45 Tahun 1990 Tentang perubahan izin perkawinan dan perceraian bagi 
pegawai negeri sipil. 
6) Akta cerai/surat talak, akta kematian dari suami/istri terdahulu. 
7) Surat izin orang tua bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. 
                                                          
32Istiqamah, Hukum Perdata-Hukum Orang dan Keluarga, h. 61. 
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8) Apabila orangtua tidak mengizinkan, harus ada izin dari pengadilan 
negeri. 
9) Surat dispensasi dari pengadilan negeri bagi calon mempelai yang usianya 
belum mencapai 19 tahun untuk pria dan 16 untuk wanita. 
10) Surat keputusan dari pengadilan kalau terjadi sangggahan. 
11) Surat izin dari pengadilan kalau terjadi sanggahan. 
12) Izin dari BHP (balai Harta Peningggalan) bagi calon mempelai yang 
berada dibawah pengampuan (curatele). 
13) Bagi perkawinan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja sejak 
dilaporkan, harus ada dispensasi camat. 
14) Akta kelahiran anak diluar kawin yang akan diakui dan disahkan dalam 
perkawinan. 
15) Surat perjanjian perkawinan (pemisahan harta) dari notaris. 
16) Ada dua orang saksi, syarat menjadi saksi adalah berumur 21 tahun, sehat 
jasmani dan rohani, tidak buta huruf, dan berdomisili diwilayah kantor 
catatan sipil/kantor KUA.33 
Akta perkawinan merupakan akta nikah sebagai bukti keabsahan 
perkawinan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan. Sedangkan akta perkawinan adalah kutipan akta nikah yang 
ditandatangani oleh penghulu.34 
Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel dan 
tidak ada keberatan dari pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, maka 
perkawinan dapat dilangsungkan.35 Adapun ketentuan dan tata caranya diatur 
dalam pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa dalam ayat (1) 
Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak 
perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan 
                                                          
33Istiqamah, Hukum Perdata-Hukum Orang dan Keluarga, h. 61-62. 
34Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang 
“Pencatatan Nikah,” dalam Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan 
Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), h. 265. 
35Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 115. 
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Pemerintah ini. Ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (3) Dengan mengindahkan tata 
cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya 
itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua 
orang.36 Pada saat akan dilangsungkan perkawinan, pegawai pencatat akan 
menyiapkan akta nikah dan salinannya serta telah diisi mengenai hal-hal yang 
diperlukannya. Setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai 
menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat 
berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan penandatangan akta nikah maka 
perkawinan telah tercatat secara resmi.37 
Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan 
Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang 
mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka 
perkawinan itu telah tercatat resmi sesuai dengan Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 
1975 :38 
1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai 
Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu,selanjutnya 
ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang 
menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan 
menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang 
mewakilinya. 
                                                          
36Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam 
Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum 
Indonesia, h. 196. 
37M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradian Agama 
(Cet-2 ; Jakarta : IND-HILL-CO, 1991), h. 161. 
38Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 116. 
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3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah 
tercatat secara resmi. 
Selain hal-hal tersebut, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian 
perkawinan yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian 
kesetiaannya terhadap isteri. Akta Nikah dibuat dalam rangkap 2 helai, pertama 
disimpan oleh Pegawai Pencatat, kedua disimpan pada panitra pengadilan dalam 
wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada, dan kepada suami istri masing-
masing diberikan kutipan akta nikah.39 
Dengan penandatanganan akta nikah bagi suami istri dan pembacaan 
shigat talak oleh suami maka pasangan suami istri dapat mengetahui tugas dan 
tanggung jawabnya. Dan secara hukum agama dan hukum negara mereka resmi 
jadi suami istri. 
B.  Tinjauan Tentang Perkawinan Yang Tidak Tercatat 
1. Pengertian Perkawinan Yang Tidak Tercatat 
Pada dasarnya, perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan 
yang dilakukan menurut hukum agama saja tanpa tunduk pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan 
perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melalui 
prosedur yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu pasal 2 ayat 2 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP 
Nomor 9 Tahun 1975.40 
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pasal tersebut di atas di perjelas 
dengan adanya Bab II PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa, 
“sebuah perkawinan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-
undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh 
                                                          
39Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 116. 
40Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, h. 84. 
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pegawai pencatat nikah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
ini”. 
Selain berdasar dari aturan hukum nasional, pentingnya suatu pencatatan 
terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum juga dijelaskan dalam firman 
Allah Q.S. Al-Baqarah/2:282 yaitu sebagai berikut : 
$ yγ •ƒ r'¯≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β çνθ ç7 çFò2$ sù 4 =çGõ3u‹ ø9 uρ 
öΝä3uΖ÷−/ 7=Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰yè ø9 $ Î/ 4 Ÿωuρ z>ù' tƒ ë= Ï?% x. βr& |= çFõ3tƒ $yϑŸ2 çµyϑ¯=tã ª! $# 4 ó=çGò6 u‹ù=sù 
È≅Î=ôϑãŠø9 uρ “ Ï% ©!$# Ïµ ø‹ n=tã ‘, ys ø9 $# È, −Gu‹ ø9 uρ ©! $# …çµ −/u‘ Ÿωuρ ó§y‚ ö7tƒ çµ ÷ΖÏΒ $ \↔ø‹x© 4 βÎ* sù tβ% x. “ Ï%©!$# 
Ïµø‹ n=tã ‘,ys ø9 $# $·γŠÏ
y™ ÷ρr& $¸
‹ Ïè|Ê ÷ρr& Ÿω ßì‹ ÏÜtGó¡o„ βr& ¨≅Ïϑãƒ uθ èδ ö≅ Î=ôϑãŠù=sù … çµ•‹Ï9 uρ ÉΑô‰yè ø9 $ Î/ 4 
(#ρß‰Îηô±tF ó™$#uρ È øy‰‹ Íκy−  ÏΒ öΝà6Ï9% y` Íh‘ ( βÎ* sù öΝ©9 $tΡθ ä3tƒ È÷ n=ã_ u‘ ×≅ã_ t sù Èβ$s?r& z÷ö∆ $#uρ £ϑÏΒ 
tβöθ |Êö s? z ÏΒ Ï !#y‰pκ’¶9 $# βr& ¨≅ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷n Î) tÅe2x‹ çFsù $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 3“ t÷zW{ $# 4 Ÿωuρ z>ù' tƒ 
â !#y‰pκ’¶9 $# #sŒ Î) $ tΒ (#θã ßŠ 4 Ÿωuρ (# þθ ßϑt↔ó¡s? βr& çνθ ç7çF õ3s? # · Éó|¹ ÷ρr& # ·Î7 Ÿ2 #’n<Î) Ï& Î#y_ r& 4 öΝä3Ï9≡ sŒ 
äÝ|¡ ø%r& y‰ΖÏã «!$# ãΠ uθ ø%r&uρ Íοy‰≈ pκ¤¶=Ï9 #’oΤ ÷Š r&uρ āωr& (# þθç/$ s?ö s? ( Hω Î) βr& šχθä3s? ¸οt≈ yf Ï? ZοuÅÑ% tn 
$ yγ tΡρãƒ Ï‰è? öΝà6oΨ÷t/ }§øŠn=sù ö/ ä3ø‹n=tæ îy$ uΖã_ āωr& $yδθ ç7çF õ3s? 3 (# ÿρß‰Îγ ô© r& uρ #sŒÎ) óΟ çF÷ètƒ$ t6 s? 4 Ÿωuρ 
§‘ !$ ŸÒãƒ Ò= Ï?% x. Ÿωuρ Ó‰‹ Îγ x© 4 βÎ)uρ (#θ è=yè ø
s? … çµ ¯ΡÎ* sù 8−θ Ý¡ èù öΝà6 Î/ 3 (#θ à)¨?$#uρ ©! $# ( ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒ uρ 
ª!$# 3 ª! $#uρ Èe≅à6 Î/ >ó x« ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇⊄∪     
Terjemahnya : 
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
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berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang 
lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 
yang kamu ridhai,supaya jika seorang lupa maka yang seorang 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu. 
 
Pencatatan dalam suatu perbuatan hukum memang menjadi sangat 
penting. Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dalam makna umum itu berarti Islam 
menghendaki masalah pernikahan dengan tertulis atau memakai administrasi serta 
saksi karena masalah pernikahan juga termasuk masalah yang sudah diatur Allah 
swt. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman di atas. Pada dasarnya, wahyu 
tersebut diturunkan berkaitan dengan muamalah yang terkait dengan harta benda 
lebih spesifiknya pada masalah hutang piutang. 
Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena 
akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. 
Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan 
yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan 
pula. Hal inilah yang menimbulkan istilah perkawinan yang tidak tercatat atau 
dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah nikah sirri atau nikah dibawah 
tangan.41 
                                                          
41Siti Rokhma, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah 
Orang Yang Telah Meninggal Dunia”, Skripsi (Malang : Fak.Syari’ah Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 29. 
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Perkawinan yang tidak tercatat merupakan suatu perkawinan yang syarat 
dan rukunnya terpenuhi, namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor 
Urusan Agama (KUA) dan tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Meski sah 
menurut agama, namun perkawinan yang tidak tercatat menjadi tidak baroqah dan 
luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan tidak tercatat 
tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghilangkan adanya kepastian 
hukum. Dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan oleh 
Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan 
kerugian dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.42  
Setiap warga negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah 
bertujuan untuk kepentingan masyarakat, demikian juga dalam hal perkawinan. 
Dengan melihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Maka, perkawinan yang tidak 
tercatat merupakan perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan sah menurut agama dengan terpenuhi syarat dan rukun nikah itu. 
Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum menganggap bahwa 
perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah sah tetapi hanya 
kurang dibagian administratifnya saja. Tetapi bila dilihat dari pasal 2 ayat 2 yang 
harus dibaca sebagai suatu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah 
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dan harus dicatatkan 
sebagaimana di atur dalam pasal 100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, 
“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada 
dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar 
catatan sipil”.43 Namun bagi yang beragama Islam harus terdaftar di Kantor 
Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah. Sehingga, akta perkawinan 
merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan. 
                                                          
42Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2016), h. 58. 
 
43Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cet. 8 ; Jakarta : Sinar 
Grafika Offset 2008), h. 25. 
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Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang 
memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan 
syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian 
dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu 
diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang 
cukup kokoh yang menurut Asy-Satibi maslahat mursalah ini merupakan dalil 
qathi yang dibangun atas dasar kejadian induktif.44 
Di samping hal tersebut di atas, perlu diperhatikan juga tentang 
Maqashidus Syari’ah dalam hukum Islam. Dalam konsep Maqashidus Syari’ah 
diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari 
kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, 
segala hal yang tidak sejiwa dengan tujuan perbuatan baik itu haruslah dihindari. 
Demikian juga dalam hal perkawinan ini, haruslah dijaga kemaslahatannya bagi 
orang yang melaksanakannya dan keturunannya. Segala sesuatu yang 
menyebabkan timbulnya kemudharatan dari perkawinan itu haruslah dihindari 
sebagai sabda Rasulullah Saw, bahwa dilarang menimbulkan kemudharatan pada 
diri sendiri maupun pada orang lain. Perkawinan tidak tercatat akan menimbulkan 
banyak kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukannya, perkawinan tidak 
tercatat dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi 
perempuan bukan malah merugikannya. 45 
Tuntutan perkembangan, dengan berbagai petimbangan kemaslahatan, 
hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan 
nikah sangat diperlukan. Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak 
selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiaannya berakhir di 
pengadilan. Apabila perkawinan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan 
disamping itu juga telah mendapat akta nikah, maka untuk menyelesaikan kasus 
perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda apabila suatu perkawinan yang 
tidak tercatat dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau 
                                                          
44Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 52. 
 
45 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 52. 
 
 
32 
 
 
 
mengurusnya kecuali dilakukannya itsbat nikah atau pengesahan pernikahan di 
Pengadilan Agama bagi yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang Non-
Muslim.46 
Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat.Ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian 
perkawinan dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. 
Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-
masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan diantara 
mereka atau ada diantara salah salah satu pihak tidak ingin bertanggungjawab 
maka pikak yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan 
atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri 
memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.47 
Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU 
perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “Pencatatan Perkawinan” 
sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak 
bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan 
penentu. RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam 
Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut :  
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat 
perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, 
dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan 
hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak 
bertentangan dengan undang-undang ini”.48 
Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang 
perkawinannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan pencatat nikah. Adakalanya 
orang tua atau yang menganggap dirinya seorang kyai atau pemuka agama, 
merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah menurut 
                                                          
46Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 107. 
 
47Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 107 
 
48Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 
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hukum agama Islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah sifatnya 
administratif saja. Di beberapa media yang menginformasikan tentang perkawinan 
yang tidak tercatat diperbolehkan dan mereka menganggap bahwa perkawinan 
tersebut sah. Sementara itu jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dan 
norma sosial, perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang 
menyimpang karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai 
instansi yang berwenang sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perkawinan yang tidak tercatat ialah akad nikah antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-
ketentuan dalam hukum agama islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
PP Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. 
2. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat 
Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang mesti dilaksanakan oleh 
sepasang dua insan manusia yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan guna 
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.49Selain berlandaskan 
pada aturan agama, juga mesti berlandaskan aturan perundang-undangan yang 
berlaku di Negara Indonesia. Sebab Indonesia merupakan Negara hukum 
sebagaimana menjadi isi dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. 
Sebagai negara hukum, yang menjadi permasalahan apabila perkawinan 
tersebut tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor urusan agama. Secara 
yuridis formal, apabila hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan dampak yang 
negatif terhadap istri dan anaknya. 
Perkawinan tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu :50 
                                                          
49Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Cet. 5 ; Jakarta: UI Press 1986), h. 47. 
50Saifuddin Arif, Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam, 
(Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011) h. 138. 
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1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam 
melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik 
suami maupun istri. 
2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu 
pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun 
secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum 
tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan 
terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan 
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di 
Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal dimata hukum. Dengan 
demikian perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan 
dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut 
berpotensi menimbulkan kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam 
ikatan perkawinan. 
Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan 
membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan 
para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi apabila sudah ada 
anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama 
tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak yang hanya mempunyai hubungan 
hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan 
bapaknya. Dengan perkataan lain, secara yuridis tidak mempunyai bapak.51 
Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan 
perkawinannya. Dalam arti, jika perkawinan terebut tidak dicatatkan, bukan 
berarti hal tersebut merupakan suatu tindak kejahatan. Namun jelas pula bahwa 
hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khsusunya 
merugikan perempuan dan anak-anaknya.52 
Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga 
pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya hal tersebut menyangkut tentang 
                                                          
51Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, (Bandung : Mandar Maju, 2001) h. 69 
52Wahyu Pratama, Makalah Spai, h. 3-5. http://akmapala09.blogspot.com.html (18 
Oktober 2017). 
35 
 
 
 
pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah 
semestinya memperhatikan prinsip good governance, salah satunya adalah 
menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur 
yang tidak berbelit-belit (user-friendly). Dengan prosedur yang tidak berbeli-belit 
dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya.53 
Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk 
menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul ‘ursy.Anjuran 
untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi 
nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal yang positif yang dapat diraih sesorang 
dari penyiaran pernikahan diantaranya sebagai berikut : 
a. Untuk mencegah munculnya fitnah ditengah-tengah masyarakat, 
b. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada 
persoalan yang menyangkut kedua mempelai, 
c. Mudah mengidentifikasi seseorang telah menikah atau belum, 
d. Memudahkan sesorang untuk melakukan hal-hal yang berhubungan 
dengan administrasi.54 
Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan 
atau pernikahan yang dirahasiakan. Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, 
misalnya perempuan yang hamil dari perkawinan yang tidak tercatat maka akan 
muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; 
pernikahan yang tidak tercatat juga akan menyulitkan pelakunya jika dimintai 
persaksian mengenai pernikahannya apabila pelaku tidak memiliki dokumen 
resmi. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di Lembaga 
Pencatatan Negara dalam hal ini kantor urusan agama menjadi relevan, demi 
mewujudkan ketertiban pernikahan dan mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi 
suami istri dan masyarakat.55 
 
                                                          
53M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 78-79. 
54M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 79. 
55Wahyu Pratama, Makalah Spai, h. 5-6. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, 
adalah jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek 
yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analisis terjadi di wilayah 
Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yaitu masalah tentang perkawinan yang 
tidak tercatat. Adapun alasan peneliti menentukan lokasi penelitian adalah biaya, 
waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta letaknya yang begitu strategis dan 
mudah dijangkau bagi peneliti, dan di daerah tersebut juga terdapat kasus 
perkawinan tidak tercatat 
B.  Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu suatu 
metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
C.  Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan 
(field research) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo 
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dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer ialah data 
yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan cara interview 
yaitu kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya 
jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas. 
Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Dengan 
ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan dari buku-buku dan 
peraturan perundangan-undangan serta publikasi lainnya. 
1. Jenis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yaitu suatu jenis 
data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang 
lebih mendalam dan lebih bermakna. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 
dan data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 
kelompok. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan yaitu 
bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-
undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek atau 
materi penelitian. 
3. Tekhnik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data 
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala yang tampak pada obyek penelitian.56 
                                                          
56Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta : Gajah Mada 
University Press, 1993), h. 100. 
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b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan 
terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 
terlebih dahulu.57 
c. Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan), gambar atau 
foto. 
D.  Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian 
ini, yang pertama, yaitu pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam 
melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. Yang kedua, buku catatan dan alat tulis, 
berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. 
E.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan 
analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer 
dengan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun 
secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis 
data adalah sebagai berikut : 
a. Mengorganisasi data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun 
dari data tertulis. 
b. Proses data dengan cara memilah-milah data. 
c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang 
sebelumnya telah dikategorikan. 
d. Penarikan kesimpulan. 
 
 
 
                                                          
57Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Social(Cet.V, Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2004), 
h. 58 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi 
Kabupaten Wajo merupakan kabupaten yang terletak di tengah-tengah 
Propinsi Sulawesi Selatan, terletak pada posisi 30˚39’ - 40˚16’ Lintang Selatan 
dan 119˚053’ - 120˚027 Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Wajo adalah 
sebelah Utara Kabupaten Luwu dan Kab. Sidenreng Rappang, sebelah Timur 
Teluk Bone, sebelah Selatan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng, sebelah 
Barat Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap. 
Luas Wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi 
Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 
87.975 ha (35,10%) dan lahan kering 162.644 ha (64,90%) dan berpenduduk 
sebanyak 386.324 jiwa. Secara administratif kabupaten Wajo terdiri dari 14 
wilayah kecamatan yakni Tempe, Tanasitolo, Maniangpajo, Belawa, Gilireng, 
Keera, Pitumpanua, Majauleng, Penrang, Sajoanging, Takkalalla, Bola, Pammana, 
Sabbangparu.  
Selanjutnya dari ke 14 wilayah kecamatan tersebut, wilayah Kabupaten 
Wajo dibagi lagi wilayahnya menjadi 48 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 
128 wilayah yang berstatus Desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten 
Wajo terbagi menjadi 176 desa/kelurahan. Masing-masing wilayah Kecamatan 
tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 
berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-
sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di 
wilayahnya. 58 
                                                          
58Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo 
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Dari ke 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo yang menjadi fokus 
penulis untuk diteliti yaitu wilayah kecamatan Tanasitolo pada Kantor Urusan 
Agama. Secara geografis Kecamatan Tanasitolo adalah merupakan wilayah 
ibukota kabupaten yang mempunyai ketinggian 2500 m dari permukaan laut  
dengan suhu maksimum 35˚c dan minimum 25˚c, sedangkan luas wilayahnya 
adalah 154,6 km² dengan kondisi wilayah datar dan bukit. Jumlah kelurahan yang 
ada di kecamatan Tanasitolo ada 19 Kelurahan/desa dan 33 Lingkungan dan 
memiliki penduduk sebanyak 46.623 jiwa.59 
Kantor Urusan Agama kecamatan Tanasitolo terletak di Jl. A. Pawellangi 
lingkungan Baru Loppo Kelurahan Baru Tancung kecamatan Tanasitolo, lokasi 
tanah yang ditempati adalah tanah milik dengan “Status Tanah Milik” yang 
dibangun sejak tahun 1984 dengan luas tanah ± 726,75 m² dan luas bangunan 83,3 
m². Secara historis Kantor Urusan Agama kecamatan Tanasitolo telah ada sejak 
tahun 1955 dibawah naungan Kantor Urusan Agama Watangpone. 
Struktur organisasi dan personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tanasitolo didukung oleh 8 orang diantaranya 4 orang PNS dan 4 orang tenaga 
honorer staf dan karyawan, serta 11 diantaranya 2 Orang PNS dan 9 orang tenaga 
honorer orang penyuluh fungsional islam. Disamping itu, dalam memberikan 
pelayanan langsung kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tanasitolo dibantu oleh 16 orang Pembantu PPN.60 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo adalah merupakan ujung 
tombak Kementerian Agama yang  terdepan, juga  sebagai sebuah organisasi yang 
mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misinya yaitu terwujudnya 
masyarakat Kecamatan Tanasitolo yang agamis, maju, mandiri dan sejahtera 
berdasarkan nilai-nilai moral dan akhlak. 
B. Kedudukan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU No. 1 Tahun 1974 
dan Kompilasi Hukum Islam. 
                                                          
59Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo Dalam angka 2017 
60Siti Marwah, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, “wawancara”, 4 
Desember 2017 
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1. Analisis Terhadap Perkawinan tidak tercatat menurut UU No. 1 Tahun 
1974. 
Dalam Peraturan Perundang-Undangan orang yang melakukan perkawinan  
diharuskan memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sudah melakukan 
perkawinan, namun tidak sedikit masyarakat yang sudah melakukan perkawinan 
namun belum memiliki Kutipan Akta Nikah. Hal ini disebabkan oleh pernikahan 
mereka belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena tidak dicatatkan. 
Sehingga mereka tidak mendapatkan Akta Nikah. 
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian 
perkawinan terdapat pada pasal 1, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”. Sedangkan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan 
terdapat pada pasal 2, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” 
Dari Pasal 2 Ayat 1 tersebut, bahwa sebuah perkawinan ialah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini 
artinya bahwa jika suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah 
dilaksanakan bagi yang beragama Islam atau agama lainnya sudah melaksanakan 
ritual sesuai dengan aturan agamanya, maka perkawinan tersebut adalah sah di 
mata agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi sahnya perkawinan ini di 
mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang 
dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 
Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. 
Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 
1974 jika sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ketentuan 
tersebut merupakan syarat kumulatif. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan 
menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tetap 
dianggap sebagai perkawinan tidak sah di mata hukum negara.  
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Hal ini dipertegas dalam PP No. 9 Tahun 1975 ketentuan pasal 3 ayat (1) 
yang berbunyi bahwa: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan 
akan dilangsungkan.” Dan ketentuan pasal 10 ayat (3) berbunyi: “Dengan 
mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya 
dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat 
dan dihadiri oleh dua orang saksi.” Dengan ketentuan pasal-pasal tersebut maka 
semakin jelas bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah. 
Dengan adanya perkawinan yang sudah melakukan pencatatan perkawinan 
memberikan kemaslahatan bagi kaum wanita yaitu terlindungi hak asasinya, tidak 
dilecehkan, dan terpenuhi hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinannya 
tersebut. Nikah tidak tercatat  itu tidak diakui oleh negara. Adanya ikatan 
perkawinan diakui secara hukum hanya jika perkawinan tersebut dicatat oleh 
petugas yang ditunjuk. Jadi di dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada 
petugas pencatatan Nikah (PPN) yang biasa disebut penghulu. Penghulu itu 
tugasnya adalah untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk serta 
menandatangani buku nikah, mendaftar cerai talak dan cerai gugat serta 
melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan, hal itu dinyatakan dalam 
Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (2). 
Dari penjelasan-penjelasan di atas jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia 
tidak mengenal istilah perkawinan tidak tercatat atau kawin di bawah tangan dan 
tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Jadi perkawinan tidak 
tercatat dianggap tidak sah dan tidak diakui di hadapan hukum negara. 
2. Analisis Terhadap Perkawinan tidak tercatat menurut Kompilasi 
Hukum Islam 
Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama secara agama 
Islam tidak sah karena salah satu rukun nikah yaitu pencatatan perkawinan tidak 
terpenuhi. Secara hukum juga tidak mengakui perkawinan tidak tercatat. 
Permasalahan yang mendasari tidak diakui secara resmi di mata hukum negara 
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yaitu bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar pada lembaga 
negara yang resmi yaitu di Kantor Urusan Agama. 
Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan 
yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pada pasal 4 Kompilasi 
Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  
Sedangkan pada pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan 
perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954.  
Selanjutnya pada pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi 
ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di 
bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di 
luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Jadi menurut ketentuan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, unsur sah 
dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif, dan pada ketentuan 
pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa bagi mereka yang 
menikah menurut hukum Islam itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta 
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan ketentuan-ketentuan 
pasal tersebut maka jelas Kompilasi Hukum Islam menyatakan unsur pencatatan 
perkawinan merupakan syarat sah suatu perkawinan. 
Terhadap perihal tersebut di atas, perkawinan tidak tercatat juga 
mengakibatkan tidak didapatkannya sebuah kepastian hukum maka untuk 
mendapatkan kepastian hukum perlu dilakukan perkawinan ulang menurut 
ketentuan agama yang dianut. Setelah dilaksanakan perkawinan, maka harus 
dicatatkan dihadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan tersebut, 
pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dicatat oleh pegawai Kantor 
Urusan Agama Kecamatan, dan bagi yang beragama Non Islam dicatat oleh 
pegawai di lingkungan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
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Hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat atau 
tidak dicatat tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara sehingga tidak 
memiliki dokumen resmi dari negara yaitu kutipan akta nikah dan berimplikasi 
tidak mempunyai kekuatan hukum.  
Kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal formal serta 
kepastian hukum dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. 
Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap 
hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Sehingga 
akan menyulitkan para pelaku nikah yang tidak mencatatkan pernikahannya dalam 
memperoleh pelayanan publik. 
Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh 
instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui 
dalam daftar kependudukan, tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi anak-
anak mereka dan seterusnya. Dengan kata lain, pernikahan yang tidak tercatat 
banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di 
Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. 
Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa 
hukum,maka suatu perkawinan akan mengikuti hukum yang dianut oleh 
pelakunya. Hukum yang dianut bisa mengacu pada hukum agama dan 
kepercayaannya serta hukum negara. Mengikuti hukum agama dan 
kepercayaannya saja atau mengikuti hokum negara saja. Semua tergantung pada 
kemauan para pelakunya meski negara telah mengaturnya. Seperti halnya 
seseorang yang beragama Islam melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama dan hanya mengikuti ketentuan dan tata cara menurut 
hukum perkawinan Islam saja.  
Fenomena perkawinan yang tidak tercatat merupakan sebuah realita yang 
seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat di 
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Hal ini dibuktikan dengan masih 
banyaknya penduduk yang belum memiliki akta nikah.  
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Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo serta wawancara sejumlah warga di 
Kecamatan Tanasitolo maka diperoleh data terkait dengan kasus perkawinan tidak 
tercatat. Dengan demikian penulis berharap permasalahan mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi perkawinan tidak tercatat dan akibat yang dapat ditimbulkan 
dari permasalahan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tanasitolo dapat terjawab melalui beberapa hasil wawancara penulis dengan pihak 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo dan beberapa warga kecamatan 
Tanasitolo. Berikut penulis akan menguraikan data dalam bentuk tabel mengenai 
jumlah perkawinan tidak tercatat dalam kurung waktu tahun 2015-2017. 
Tabel 1 
Jumlah Kasus Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Dari Tahun 2015 s/d 2017. 
No
. 
Nama Desa Tahun Jumlah 
2015 2016 2017 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Palippu 
Mannagae 
Lowa 
Innalipue 
Tonralipue 
Tancung 
Wewangrewu 
14 
9 
5 
11 
4 
5 
18 
9 
7 
3 
5 
2 
4 
8 
27 
4 
3 
3 
1 
3 
5 
50 
20 
11 
19 
7 
12 
31 
Jumlah 66 38 46 150 
Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo 
 
Dari Uraian tabel di atas, menunjukkan bahwa benar adanya kasus 
perkawinan tidak tercatat, masih ada masyarakat lebih memilih melakukan 
perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo. Di  
Kecamatan Tanasitolo sendiri pada tahun 2015 terdapat 66 kasus perkawinan 
tidak tercatat artinya ada 66 pasangan tidak memiliki kutipan akta nikah 
dikarenakan mereka tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama 
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Kecamatan Tanasitolo, pada tahun 2016 sebanyak 38 kasus perkawinan tidak 
tercatat, dan pada tahun 2017 sebanyak 46 kasus perkawinan tidak tercatat. Dan 
yang terbanyak terjadi di Desa Palippu, bahkan meningkat dari tahun ke tahun 
selama tiga tahun terakhir. Sehinga hal ini menjadi alasan penulis menjadikan 
Desa Palippu sebagai sampel. 
Menurut Bapak Asgar selaku pelaksana Kepala KUA Kecamatan 
Tanasitolo Kabupaten Wajo mengemukakan bahwa peristiwa nikah tidak tercatat 
memang sudah sering terjadi, bahkan sebelum memasuki Tahun 2015. Data 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo dari 1782 peristiwa nikah mulai 
tahun 2015 sampai 2017 dan 150 diantaranya tidak tercatatkan di Kantor Urusan 
Agama jadi terdapat 8,4 % yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tanasitolo. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang 
menjadi penyebab perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. 
Bapak Asgar juga mengemukakan beberapa alasan atau faktor yang menjadi 
penyebab suatu perkawinan di Kecamatan Tanasitolo tidak tercatat di kantor 
urusan agama yaitu diantaranya sebagai berikut: 
Tabel 2 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di 
Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. 
No. Faktor Jumlah Presentase 
 
1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
Usia 
Biaya Administrasi 
Poligami 
Kawin Lari 
Agama 
Kurangnya Pemahaman 
Hamil di luar Nikah 
45 kasus 
37 kasus 
21 kasus 
18 kasus 
11 kasus 
10 kasus 
8 kasus 
30 % 
25 % 
14 % 
12 % 
7 % 
7 % 
5 % 
Jumlah 150 kasus 100 % 
  
Dari uraian tabel di atas, menunjukkan bahwa presentase yang paling 
besar adalah faktor usia sebanyak 30 %, kemudian faktor biaya administrasi 
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sebanyak 25 %, faktor poligami sebanyak 14 %, faktor kawin lari 12 %, faktor 
agama sebanyak 7 %, faktor kurangnya pemahaman sebanyak 7 %, faktor yang 
terakhir yaitu hamil di luar nikah sebanyak 5 %. 
1. Faktor usia 
Faktor usia merupakan faktor utama bagi masyarakat di Kecamatan 
Tanasitolo yang menjadi penyebab suatu pernikahan tidak tercatatkan di Kantor 
Urusan Agama. Yang dimaksud dengan faktor usia adalah usia dari calon 
mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini 
dikarenakan calon atau orang tua calon mempelai menganggap bahwa apabila 
ingin melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur maka 
harus mendapatkan dispensasi/izin dari Pengadilan Agama setempat bagi yang 
beragama Islam. Selain itu, mereka juga harus melengkapi surat-surat yang 
menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sehingga merasa lebih 
merepotkan dan susah untuk mengurusnya.  
Sesuai alasan-alasan itulah, mereka menikah tanpa mencatatkan 
pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat. Keinginan keluarga dan 
mereka yang sangat besar akan tetapi terdapat kendala yang menyebabkan mereka 
mengambil keputusan untuk menikah secara agama saja. Hal yang sama 
diungkapkan oleh Indo Tang, salah satu warga Desa Palippu Kecamatan 
Tanasitolo saat diwawancarai, ia mengakui bahwa telah melaksanakan pernikahan 
namun tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena 
umurnya masih 12 tahun pada saat menikah. Hal itu juga terjadi karena ia tidak 
tahu manfaat dari pencatatan nikah sehingga ia beranggapan bahwa nikah melalui 
imam desa sudah sah secara agama yang penting terpenuhi rukun dan syaratnya.61 
Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena 
faktor usia adalah sebanyak 30 % yakni 45 peristiwa nikah belum cukup umur 
yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai 
tahun 2015 sampai 2017. 
2. Faktor Biaya Administrasi 
                                                          
61Indo Tang, Warga Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo, “wawancara”, 13 Desember 
2017 
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Sebagian masyarakat merasa tidak mampu membayar biaya administrasi 
pencatatan nikah, bagi khususnya masyarakat yang ekonominya menengah ke 
bawah. Menurut Bapak Asgar selaku pelaksana kepala Kantor Urusan Agama di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo mengemukakan bahwa apabila ada 
calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahannya di luar Kantor Urusan 
Agama maka mereka harus membayar biaya administrasi pernikahannya sebesar 
600.000. Hal itulah yang menyebabkan beberapa warga di Kecamatan Tanasitolo 
yang tidak mencatatkan pernikahannya, disamping karena biaya administrasi yang 
terbilang mahal. Sedangkan mereka yang melangsungkan pernikahannya di balai 
nikah tidak perlu membayar biaya administrasi. Terbatasnya secara ekonomi 
membuat masyarakat memilih untuk dinikahkan secara agama saja oleh kyai atau 
imam desa setempat.62 
Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena 
faktor biaya administrasi nikah adalah sebanyak 25 % yakni 37 peristiwa nikah 
yang dikarenakan faktor biaya administrasi nikah yang melaksanakan perkawinan 
tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 2015 sampai 2017 
3. Poligami 
Sulitnya Aturan Berpoligami sehingga seseorang kawin tanpa dicatatkan 
perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat 
untuk berpoligami, terutama suami tidak mendapatkan persetujuan dari istri 
sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinannya tanpa dicatatkan 
di Kantor Urusan Agama setempat dan cukup dihadapan pemuka agama agar 
tidak diketahui oleh istrinya.63 
Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena 
faktor poligami adalah sebanyak 14 % yakni 21 peristiwa yang melaksanakan 
perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 2015 sampai 
2017. 
4. Kawin lari 
                                                          
62Asgar, Pelaksana Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tansitolo, “wawancara”, 4 
Desember 2017 
63Asgar, “wawancara”, 4 Desember 2017 
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Faktor lainnya seseorang melangsungkan perkawinan tanpa dicatat adalah 
atas dasar suka sama suka namun tidak mendapatkan restu dari orang tua atau 
tidak cukup biaya untuk nikah sehingga mereka memilih untuk kabur bersama 
tanpa sepengetahuan orang tua dan melangsungkan perkawinan tanpa dihadiri 
oleh kedua orang tuanya. Sama halnya yang diungkapkan oleh Indah warga Desa 
Palippu Kecamatan Tanasitolo bahwa dia memilih kabur ke Kalimantan dan 
melangsungkan pernikahannya dan nikahkan oleh imam desa atau kyai tanpa 
diketahui dan dihadiri oleh kedua orang tuanya dikarenakan dia tidak cukup biaya 
untuk nikah.64 
Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena 
faktor kawin lari adalah sebanyak 12 % yakni 18 peristiwa yang melaksanakan 
perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 2015 sampai 
2017. 
5. Faktor Agama 
Sebagian orang menyakini tidak perlu melakukan pencatatan, tapi cukup 
kepada imam desa atau kyai itu karena pencatatan bukan syarat atau rukun nikah. 
Setelah melihat dari beberapa faktor di atas, tidak dapat dihindarkan akan 
menimbulkan akibat-akibat buruk. Kehidupan perkawinan tanpa akta nikah atau 
tidak tercatat  walaupun persyaratan menurut agama terpenuhi, akan tetapi dapat 
menimbulkan akibat yang buruk bagi kelangsungan perkawinan tersebut apabila 
tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah. 
Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena 
faktor agama adalah sebanyak 7 % yakni 11 peristiwa yang melaksanakan 
perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 2015 sampai 
2017 
6. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencatatan 
Pernikahan dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim, akibatnya 
kesadaran masyarakat pun mempengaruhi pelaksanaan pernikahan tanpa tercatat 
                                                          
64Indah, Warga Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo, “wawancara”, 13 Desember 2017. 
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di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo. Adanya anggapan bahwa 
perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. 
Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena 
faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat adalah sebanyak 7 % 
yakni 10 peristiwa yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat pada Kantor 
Urusan Agama mulai tahun 2015 sampai 2017. 
 
 
7. Hamil di luar Nikah 
Budaya barat yang merebak dan ditelan mentah-mentah, mempunyai 
pengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring 
terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui 
batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada 
hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. 
Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang 
akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan 
anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan 
nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan 
oleh mualim atau Kyai tanpa melakukan pencatatan. 
Persentase perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena 
faktor hamil diluar nikah adalah sebanyak 5 % yakni 8 peristiwa yang 
melaksanakan perkawinan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama mulai tahun 
2015 sampai 2017. 
Sebagai solusi untuk mengurangi perkawinan tidak tercatat di Kantor 
Urusan Agama diharapkan peran aktif pejabat Kantor Urusan Agama untuk selalu 
mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan peristiwa 
pernikahan yang terjadi, mengingat betapa pentingnya buku nikah bagi pasangan 
suami istri (pasutri) seperti dalam pembuatan Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran 
anak serta pengurusan surat-surat penting lainnya. Dan perlu juga kesadaran dari 
masyarakat untuk memenuhi persyaratan pernikahan baik secara agama maupun 
hukum negara. 
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D. Dampak yang Ditimbulkan dari Perkawinan yang Tidak Tercatat bagi 
pelaku, dalam keluarga dan masyarakat sekitar. 
Perkawinan yang tidak tercatat merupakan realita atau fenomena masa 
sekarang ini yang timbul dan berkembang diam-diam pada masyarakat Islam 
Indonesia di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo terkhusus di Desa Palippu. 
Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan 
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang birokratis yang 
suratnya berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh 
jalan sendiri yang bertentangan dengan hukum negara.  
Dalam perihal perkawinan penulis akan menguraikan beberapa akibat 
hukum yang akan timbul dari perkawinan yang tidak tercatatkan secara yuridis 
formal. Pertama, perkawinan dianggap sah. Meskipun perkawinan dilakukan 
menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut tidak 
dianggap sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama bagi yang muslim 
atau kantor catatan sipil bagi yang non muslim. Kedua, anak hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata 
dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari 
ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak 
menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak 
(konvensi hak anak). Anak-anak ini berstatus sebagai anak diluar perkawinan. 
Oleh sebab itu, anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu 
dan keluarga ibunya. Hal ini diperjelas pula dalam Pasal 43 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketiga, akibat dari perkawinan tidak 
tercatat lebih jauh adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut tidak bisa menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. 
Secara garis besar, perkawinan yang tidak tercatat sama dengan 
membiarkan adanya hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat berdampak 
merugikan para pihak yang terlibat (paling utama perempuan), terlebih lagi kalau 
sudah mempunyai anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang 
tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin 
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yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak sebaliknya dalam 
artian tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan kata lain 
secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi 
masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Dalam artian, jika tidak 
mencatatkan perawinannya bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun 
jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu 
yang khusunya merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya.65 
Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga 
pembuatan KTP atau SIM, kita sesungguhnya membicarakan pelayanan publik 
yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah mestinya memperlihatkan 
prinsip good governance. Salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai 
dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (user-
friendly). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai 
masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Pada dasarnya, Nabi saw 
telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan 
menyelenggarakan walimatul ‘ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, 
walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi saw sangat 
menganjurkannya. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari 
penyiaran pernikahan diantaranya adalah : 
1. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, 
2. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada 
persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, 
3. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau 
belum, 
Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak 
disiarkan, dirahasikan atau yang tidak tercatatkan. Selain akan menyebabkn 
munculnya fitnah, misalnya jika perempuan yang di nikahi tanpa tercatat di kantor 
urusan agama kemudian ia hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari 
masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan yang tidak tercatat juga akan 
menyulitkan pelakunya ketika diminta persaksian mengenai pernikahannya. Jika 
                                                          
65M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 78. 
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ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan 
persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahannya secara diam-diam 
tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah, 
dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran 
untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, 
demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarkat serta 
untuk mencegah adanya fitnah.66 
Menurut Asgar selaku pelaksana kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tanasitolo mengemukakan bahwa dampak sosial yang biasanya timbul dari 
perkawinan tidak tercatat di tengah masyarakat yaitu para pihak mendapatkan 
pandangan negatif terhadap itu, karena masyarakat berfikir ada sesuatu yang tidak 
baik sehingga mereka tidak mencatatkan pernikahan, akan sulit bersosialisasi 
karena perempuan yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat, sering 
dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau 
perempuan tersebut dianggap sebagai istri simpanan. Selain itu, dampak sosial 
lainnya yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat kelak 
ketika ia telah mampu berkomunikasi dengan anak-anak lainnya atau ketika ia 
remaja maka akan sulit untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya serta 
kepada masyarakat setempat sebab anak tersebut akan dianggap sebagai anak 
yang lahir dari perkawinan yang tidak jelas bahkan dianggap tidak sah. 
Dampak lainnya yang bisa terjadi dari perkawinan tidak tercatat yaitu 
orang tua akan sulit untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen 
kependudukan diantaranya sulit mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anaknya 
ini karena kedua orang tuanya tidak mempunyai bukti buku akta nikah. Selain itu, 
pelaku nikah yang tidak tercatat juga akan sulit mengurus paspor untuk ke tanah 
suci karena tidak memiliki buku nikah bagi yang sudah berkeluarga.67 
 
 
                                                          
66Abd.Haris, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum 
Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2010), h. 55. 
67Asgar., “wawancara”, 4 Desember 2017 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Kedudukan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam. 
a. Menurut UU No. 1 Tahun 1974. 
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai sahnya 
perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2, yang 
berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) “Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
Dari Pasal 2 Ayat 1 tersebut, bahwa kita tahu sebuah perkawinan ialah sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu. Akan tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan 
kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal 
ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 
Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Nikah tidak tercatat  itu tidak 
diakui oleh negara. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya 
jika perkawinan tersebut dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Jadi sistem 
hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan tidak tercatat atau 
kawin di bawah tangan dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah 
peraturan. Jadi perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah dan tidak 
diakui di hadapan hukum negara. 
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b. Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa 
“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 
dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan.  
Dalam Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan 
bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan 
perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo 
Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya Pasal 6 KHI 
merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap 
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Jadi menurut ketentuan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, unsur sah 
dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif, dan pada 
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa 
bagi mereka yang menikah menurut hukum Islam itu hanya dapat 
dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat 
Nikah, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut maka jelas 
Kompilasi Hukum Islam menyatakan unsur pencatatan perkawinan 
merupakan syarat sah suatu perkawinan. 
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak 
tercatat di Kecamatan Tanasitolo yaitu pertama, faktor usia dari calon 
mempelai yang masih dibawah umur, Kedua faktor biaya dari para pelaku 
nikah tanpa tercatat yang menengah kebawah sehingga kurang mampu 
membayar biaya administrasi yang ditetapkan. Ketiga sulitnya aturan 
berpoligami yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat berpoligami seperti tidak 
mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Keempat kawin lari akibat tidak 
memperoleh restu dari orang tua atau tidak cukup biaya untuk nikah. Kelima 
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faktor agama karena mereka berkeyakinan cukup melaksanakan perkawinan 
didepan kyai saja tanpa perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Keenam 
hamil diluar nikah karena mengalami pergaulan bebas. Ketujuh kurangnya 
pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah 
yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di 
Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. 
3. Akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan yang tidak tercatatkan 
secara yuridis formal. Pertama, perkawinan dianggap sah. Meskipun 
perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata 
negara perkawinan tersebut tidak dianggap sah jika belum dicatat oleh Kantor 
Urusan Agama bagi yang muslim atau kantor catatan sipil bagi yang non 
muslim. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 
keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini 
artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan 
dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak 
tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (konvensi 
hak anak). Anak-anak ini berstatus sebagai anak diluar perkawinan. Oleh 
sebab itu, anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 
keluarga ibunya. Hal ini diperjelas pula dalam Pasal 43 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketiga, akibat dari perkawinan 
tidak tercatat lebih jauh adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan 
dari perkawinan tersebut tidak bisa menuntut nafkah ataupun warisan dari 
ayahnya. 
B. Implikasi Penelitian 
Peristiwa perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama 
merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat Islam di 
Negara Indonesia khususnya di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari 
pencatatan perkawinan dan kurang tegasnya aparatur pemerintah dalam 
menangani masalah perkawinan yang tidak tercatat. Maka dari itu, penulis 
merekomendasikan agar : 
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1. Pemerintah lebih tegas dalam mengambil sikap membuat sebuah peraturan 
perundang-undangan tentang pemberian sanksi bagi pelaku nikah yang 
tidak tercatat, terutama kepada pelaku yang menelantarkan atau merugikan 
pihak lainnya.  
2. Pihak aparatur pemerintah lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada 
masyarakat tentang manfaat pencatatan pernikahan. 
3. Pihak aparatur pemerintah harus lebih aktif melakukan pendataan terhadap 
jumlah warga yang telah melakukan pernikahan tanpa tercatat di Kantor 
Urusan Agama bagi yang muslim dan kantor catatan sipil bagi yang non-
muslim. Hal ini hendaknya dilakukan tiap tahunnya agar pemerintah  
setempat dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari usaha mewujudkan 
ketertiban perkawinan dengan cara pencatatan nikah dan dapat 
meminimalisir para pelaku nikah tidak tercatat. 
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